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KEMENKO-KEMARITIMAN. SAKIP.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

ca.

: 1.

bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan akuntabilitas
kinerja diperlukan sistem akuntabilitas kinerja di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman,;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);
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10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1842);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor
1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);



Menetapkan :
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud

dengan:

1. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

2. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman Republik Indonesia.

3. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas
yang dapat dicapai oleh institusi atau seorang pegawai
dalam melaksanakan tugas menggunakan anggaran yang
telah dialokasikan sesuai dengan tanggung jawabnya.

4. Kerja adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan unit
kerja atau seorang pegawai untuk bisa mencapai suatu
tujuan yang diinginkan.

5.  Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja kolektif suatu organisasi kepada
pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban.

6. Akuntabilitas Kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban
institusi atau seseorang atas segala kegiatan dan hasil
kerjanya yang menjadi tanggungjawabnya, baik secara
kualitas maupun kuantitas, kepada institusi atau
seseorang pemberi amanabh.

7.  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis

dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disebut SAK
Kemaritiman adalah sistem akuntabilitas kinerja yang
berlaku di lingkungan Kementerian Koordinator.

Program adalah penjabaran kebijakan suatu entitas
kelembagaan dalam bentuk upaya yang berisi rangkaian
sejumlah kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang telah disediakan untuk mewujudkan pencapaian visi
dan misi entitas lembaga secara terukur.

Kegiatan adalah rangkaian aktivitas untuk mewujudkan
sasaran program secara terukur yang dilaksanakan oleh
unit eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator.
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah
direncanakan.

Indikator Kinerja Aktivitas adalah indikator kinerja yang
mengukur input dan pelaksanaan kegiatan pada suatu
unit kerja yang keterkaitannya masih jauh dengan
pencapaian sasaran strategis.

Indikator Kinerja Proksi adalah indikator kinerja yang
menggambarkan sebagian pencapaian sasaran strategis
dengan dimanfaatkannya keluaran langsung kegiatan
oleh pengguna;

Indikator Kinerja Eksak adalah indikator kinerja yang
menggambarkan pencapaian sasaran strategis sebagai
dampak berfungsinya keluaran program dan kegiatan
yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan.
Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan

kebijakan.
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Hasil (Outcome) adalah  segala  sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program.

Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator
yang selanjutnya disingkat Entitas AK3 adalah seluruh
unit eselon di lingkungan Kementerian Koordinator yang
melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan,
pengikhtisaran dan pelaporan kinerja.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra
adalah rencana pembangunan jangka menengah
Kementerian Koordinator untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP
adalah Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang
merupakan dokumen perencanaan Nasional untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Kementerian Koordinator yang selanjutnya
disebut Renja Kementerian Koordinator adalah Rencana
Kerja Tahunan Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman yang merupakan dokumen perencanaan
tingkat Kementerian Koordinator untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disingkat RKA K/L, adalah dokumen
perencanaan Kementerian/Lembaga yang berisikan
rencana kegiatan dan anggaran tahunan
Kementerian/Lembaga sesuai ketentuan yang diatur oleh
Menteri Keuangan.

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat
RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Koordinator.



